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DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
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PACITAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN PACITAN

NOMOR : 188.45/22/KPTS/408.42/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PACITAN TAHUN 2022

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL,

Menimbang

Mengingat

a.

bahwa dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi,
perlu adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai
suatu pedoman atau acuan dalam pelaksanaan tugas dan
fungsi  aparatur pemerintah di Lingkup  Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a di atas, maka guna kelancaran dan tertib
administrasi kegiatan dimaksud, perlu menetapkan
Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil tentang Standar Operasional Prosedur Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan
Tahun 2022;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015;

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pelaksan aan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan;

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penyusunan Dokumen Usulan Reformasi
Birokrasi;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan;



Menetapkan,
KESATU

KEDUA

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018
tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi
Kependudukan,;

10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021;

11. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta
Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pepcatatan Sipil
Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Nomor 197 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

. Standar Operasional Prosedur Dinas Kependudukan Dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan Tahun 2022 sebagaimana
tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal : 7- 6 - 2022

KEPALA DINAS
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PACITAN

NOMOR : 188.45/22/KPTS/408.42/2022

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PACITAN TAHUN 2022

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PACITAN TAHUN 2022

I. SOP PELAYANAN

1. PENERBITAN KARTU KELUARGA ONLINE via WHATSAPP

NOMOR SOP 01
TGL. PEMBUATAN : 2022
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF : 2022
DISAHKAN OLEH Kepala Dinas Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil Kab.
Pacitan
DINAS KEPENDUDUKAN DAN Ttd.
PENCATATAN SIPIL
Drs. SUPARDIYANTO, MM
19621231 198211 1 003
NAMA SOP PENERBITAN KARTU
KELUARGA ONLINE
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang — undang nomor 23 tahun 1. Mampu mengoperasikan Komputer
2006 tentang administrasi 2. Paham proses pelayanan
kependudukan sebagaimana telah | 3. Memahami peraturan perundangan yang berlaku
di ubah dengan Undang —undang | 4. Menguasai aplikasi SIAK
nomor 24 tahun 2013 5. Disiplin
2. Perpres 25 tahun 2008 tentang
tata cara persyaratan
pendaftaran  penduduk dan
pencatatan sipil
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri
nomor 19 tahun 2018 tentang
Peningkatan Kualitas Layanan
Administrasi Kependudukan
4. Peraturan Bupati Pacitan No. 59
Tahun 2016 Tentang
Keduduakn,Tugas Dan Fungsi,
Susunan Organisasi Serta Tata
Kerja Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Kabupaten
Pacitan sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati
Nomor 197 Tahun 2021;
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Pelayanan KTP Elektronik 1. Alat Tulis (ATK)
2. SOP Pelayanan Akta (kelahiran, | 2. Komputer
kematian, perkawianan, | 3. Printer
perceraian, adopsi) 4. Aplikasi SIAK
5. Jaringan Internet
6. Aplikasi WhatApps




PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP Pelayanan Kartu Keluarga
& Surat Keterangan tidak dijalankan
sesuai  Prosedur maka akan
mengakibatkan terjadinya
keterlambatan penerbitan dokumen
dan proses seterusnya.

Register pada aplikasi SIAK
Buku Pendaftaran

Nomor Antrian

Nomor pengambilan

Kartu Keluarga

Berkas Permohonan

AW




No

Kegiatan

Pelaksana

Mutu baku

Pemo
hon

Konse
lor

Supervi
sor
Berkas

Opera
tor
Kom
puter

Super
visor
Doku
men

Kadis

Petu
gas
Arsip

Persyaratan
/Kelengka
pan

Waktu

Out
put

Kete
rangan

Pemohon
mengirim
berkas
permohonan
melalui WA

Berkas
permohonan

Menit

Cetak
berkas

Meneliti dan
mencetak
berkas
permohonan

Berkas
permohonan

Menit

Berkas
permo
honan

Membalas
WA ke
pemohon
untuk
melengkapi
berkas dan
mendaftar
ulang

komputer

Menit

Pesan
Wa

Membalas
pemohon
dengan
memberi
nomor antrian

komputer

Menit

No
antrian

Menyerahkan
berkas
kepada
supervisor
berkas

Berkas
permohonan

Menit

Berkas
permo
honan

Menerima
berkas,
mengisi
lembar
monitoring
dan
membubuh
kan kartu
pengendali

<
<

Berkas
permohonan
Lembar
monitoring
Kartu
pengendali

Menit

Berkas
permo
honan

Menchecklist
no
pendaftaran
berkas
permohonan
masuk di
buku kendali
berkas
permohonan

P
<«

Berkas
permohonan

Kartu
pengendali

Menit

Berkas
permo
honan

Mengelompok
kan berkas
permohonan
sesuai
dengan nama
operator

Berkas
permohonan

5 menit

Berkas
permo
honan

Mendistribusi
kan berkas
permohonan
kepada
operator

i

Berkas
permohonan

5 menit

Berkas
permo
honan

10.

Menerima
berkas
permohonan
dan mengisi
lembar
monitoring

Berkas
permohonan
Lembar
monitoring

1 menit

Berkas
permo
honan

11.

Menginput/en
try data ke
dalam data
base SIAK

komputer
jaringan

10
menit

KK

12.

Dokumen di
buat dalam
bentuk file
PDF

0]

komputer

10
menit

KK

13.

Menyerahkan
dokumen
dalam bentuk
file PDF

8

komputer

1 menit

KK

14.

TTE

komputer

5 menit

KK




15

Menerima
berkas dalam
bentuk PDF

komputer

1 menit

KK

16

Menchecklist
no
pendaftaran
di buku
kendali
dokumen jadi,
dan mengisi
lembar
monitoring

—a

Kendali dok
jadi

2 menit

KK

17

Menghubungi
dan mengirim
dokumen
dalam bentuk
file PDF untuk
di cetak
sendiri oleh
pemohon

komputer

5 menit

KK

18.

Menerima
berkas dalam
bentuk file pdf

Hp

1 menit

KK

19.

Menerima
berkas untuk
di arsipkan

Berkas

1 menit

Berkas
arsip




2. PELAYANAN PEREKAMAN KTP -E

NOMOR SOP 12
TGL. PEMBUATAN : 2022
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF : 2022
DISAHKAN OLEH Kepala Dinas Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil Kab.
Pacitan
DINAS KEPENDUDUKAN DAN Ttd
PENCATATAN SIPIL '
Drs. SUPARDIYANTO, MM
19621231 198211 1 003
NAMA SOP PELAYANAN PEREKAMAN
KTP - E
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang — undang nomor 23 tahun 1. Mampu mengoperasikan Komputer
2006 tentang administrasi 2. Paham proses pelayanan
kependudukan sebagaimana telah | 3. Memahami peraturan perundangan yang berlaku
di ubah dengan Undang —undang | 4. Menguasai aplikasi SIAK
nomor 24 tahun 2013 5. Disiplin
2. Perpres 25 tahun 2008 tentang
tata cara persyaratan
pendaftaran  penduduk dan
pencatatan sipil
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri
nomor 19 tahun 2018 tentang
Peningkatan Kualitas Layanan
Administrasi Kependudukan
4. Peraturan Bupati Pacitan No. 59
Tahun 2016 Tentang
Keduduakn,Tugas Dan Fungsi,
Susunan Organisasi Serta Tata
Kerja Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Kabupaten
Pacitan sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati
Nomor 197 Tahun 2021,
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Pelayanan Kartu Keluarga 1. Alat Tulis (ATK)
2. SOP Akta Kelahiran 2. Komputer
3. Printer
4. Aplikasi SIAK
5. Jaringan Internet
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Jika SOP Pelayanan Kartu Tanda [L. Register KTP Elektronik
Penduduk Elektronik (KTP — R. KTP Elekronik
Elektronik) tidak dijalankan sesuai P- Tanda Terima
4. Nomor antrian
Prosedur maka akan
. Lo 5. Berkas Permohonan
mengakibatkan terjadinya
keterlambatan penerbitan

dokumen dan proses seterusnya.




No. Kegiatan Pelaksanan Mutu Baku Ket
Pemohon PRILEES || RIEY || PEITES Kelengkapan | Waktu Qutput
1 foto 2
Mengambil  nomor ’ . . 1 Menit Nomor
1 . < Mesin antrian ;
antrian antrian
2 | Menunggu panggilan Ruang 10 Tertib
sesuai dengan tidak Tunggu, Kursi | Menit antrian
nomor antrian
3 | Menyerahkan berkas - Surat 2 Menit | Dokumen
dan memeriksa pengantar permohonan
kelengkapan - Copy KK yang sah
4 | Masuk ruang foto - Komputer 10 Hasil foto
untuk proses foto :- - Kamera Menit
- Finger Prin
- Iris Mata
- Sign Pad
5 | Mencetak KTP-El - Komputer 3 Menit | KTP-El
- Blangko
KTP
- Cleaning
kit
6 | Menyerahkan KTP- P KTP-EI 1 s/d 3 | KTP-EI
El yang sudah jadi .‘ hari




PELAYANAN PERUBAHAN KTP -E ONLINE via WHATSAPP

DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

NOMOR SOP 13
TGL. PEMBUATAN 2022
TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF . 2022

DISAHKAN OLEH

Kepala Dinas Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil Kab.

Pacitan

Ttd.

Drs. SUPARDIYANTO, MM

19621231 198211 1 003

NAMA SOP

PELAYANAN PERUBAHAN
KTP — E ONLINE

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang — undang nomor 23 tahun
2006 tentang administrasi
kependudukan sebagaimana telah
di ubah dengan Undang — undang
nomor 24 tahun 2013

2. Perpres 25 tahun 2008 tentang
tata cara persyaratan
pendaftaran  penduduk dan
pencatatan sipil

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri
nomor 19 tahun 2018 tentang
Peningkatan Kualitas Layanan
Administrasi Kependudukan

4. Peraturan Bupati Pacitan No. 59
Tahun 2016 Tentang
Keduduakn,Tugas Dan Fungsi,
Susunan Organisasi Serta Tata
Kerja Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Kabupaten
Pacitan sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati
Nomor 197 Tahun 2021,

kRN

Mampu mengoperasikan Komputer
Paham proses pelayanan

Memahami peraturan perundangan yang berlaku

Menguasai aplikasi SIAK
Disiplin

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Pelayanan Kartu Keluarga
2. SOP Akta Kelahiran

uhwhe

Alat Tulis (ATK)
Komputer

Printer

Aplikasi SIAK
Jaringan Internet

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP Pelayanan Kartu Tanda
Penduduk  Elektronik (KTP -
Elektronik) tidak dijalankan sesuai
Prosedur maka akan mengakibatkan
terjadinya keterlambatan penerbitan
dokumen dan proses seterusnya.

vihwn =

Register KTP Elektronik
KTP Elekronik

Tanda Terima

Nomor antrian

Berkas Permohonan




Pelaksana Mutu baku
i Petu rzr?;ea
NG Opera | Super
No Supervi p . gas Persyaratan n
PEIE FO XTI sor tor visor Kadis | penga /Kelengka | Waktu ol
hon lor Berkas Kom Doku mbilan pan put
puter men
dok
1. Pemohon Berkas 1 Cetak
mengirim permohonan Menit | perkas
s e (I
permohonan ]
melalui WA |
2. Meneliti dan Berkas 2 Berkas
mencetak permohonan | Menit | permo
berkas honan
permohonan
3. | Membalas WA komputer 1 Pesan
ke pemohon Menit | \Wa
untuk
melengkapi -"‘“
berkas dan
mendaftar |
ulang
4. | Membalas komputer 1 No
pemohon Menit | antrian
dengan -
memberi nomor
antrian
5. Menyerahkan Berkas 1 Berkas
berkas kepada - permohonan Menit permo
supervisor - honan
berkas
6. Menerima Berkas 2 Berkas
berkas, mengisi permohonan Menit permo
Iemb_;’:\r_ § Lembar honan
monitoring dan o
membubuh kan anrr:lljtorlng
kartu - )
pengendali pengendali
7. Menchecklist no Berkas 1 Berkas
pendaftaran permohonan Menit | permo
berkas honan
permohonan - Kartu
masuk di buku )
kendali berkas pengendali
permohonan
8. | Mengelompok Berkas 5menit | Berkas
kan berkas permohonan permo
permohonan - honan
sesuai dengan
nama operator |
9. Mendistribusi Berkas 5 menit | Berkas
kan berkas - permohonan permo
permohonan honan
kepada |
operator
10. | Menerima Berkas 1 menit | Berkas
berkas permohonan permo
permohonan Lembar honan
dan mengisi monitoring
lembar
monitoring
11. | Menginput/entry komputer 10 Ktp el
data ke dalam I jaringan menit
data base SIAK
12 | Menchecklist no Kendali dok 2menit | Ktpel
pendaftaran di jadi
buku kendali
dokumen jadi,
dan mengisi
lembar
monitoring
13 | Menghubungi komputer 5menit | Ktpel
pemohon untuk -<‘
mengambil Ktp
e
14 | Menyerahkan Berkas 1 menit | Ktp el
ktp el kpd - P
pemohon v




4.

PENERBITAN BIODATA BAGI WARGA NEGARA INDONESIA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

NOMOR SOP 4
TGL. PEMBUATAN | : 2022
TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF . 2022

DISAHKAN OLEH

Kepala Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Kab. Pacitan

Ttd.

Drs. SUPARDIYANTO, MM
19621231 198211 1 003

NAMA SOP

Penerbitan Biodata Bagi Warga Negara
Indonesia

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1.

2.

3.

. PerMenpan

Undang-undang No 25 Tahun 2003
Pelayanan Publik

Undang-undang No 23 Tahun 2006
Administrasi Kependudukan

Undang undang No 24 Tahun 2013 atas
perubahan Undang - Undang 23 Tahun 2016
tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Presiden No.25 tahun 2008 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan Sipil

tentang

tentang

. Peraturan Presiden No 26 tahun 2009 tentang

Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis
Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional
Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013
tentang Perubahan Keempat atas Peraturan
Presiden Nomor 26 tahun 2009 tentang Penerapan
KTP Berbasis NIK secara Nasional

. Permendagri No.28 tahun 2005 tentang Pedoman

Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan

Pencatatan Sipil di Daerah

. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 tentang

Pelaksanaan Undang-undang No 23 tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan
No per/21/M.Pan/11/2008 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan

10.Permendagri No 19 Tahun 2010 tentang Formulir

dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil

11.Permendagri Nomor 102 Tahun 2012 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37
Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang
Administrasi Kependudukan

1.

Kepala Dinas memiliki kualifikasi dan kompetensi
sebagai Pejabat yang berwenang menandatangani
dokumen kependudukan

Kepala Kepala Bidang memiliki kualifikasi dan
kompetensi sebagai Pejabat yang berwenang
melakukan pengecekan kebenaran data dan kontrol
kualitas

Kepala Seksi memiliki kualifikasi dan kompetensi
sebagai Pejabat yang berwenang melakukan verifikasi
dan validasi data

Petugas Operator memiliki keahlian
mengoperasionalkan komputer dan program software
SIAK & diberi hak akses oleh Kepala Bidang

Petugas Loket memiliki kualifikasi dan kompetensi
sebagai petugas yangmencatat pelaporan peristiwa
kependudukan dan peristiwa penting.

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Pelayanan Kartu Keluarga 1. Alat Tulis Kantor
2. Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa
Penting (BHPKPP)
3. Perangkat komputer berisi program software SIAK dan
printer
4. Jaringan Internet
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila dalam melaksanakan penerbitan Biodata | 1. Petugas Registrasi melaksanakan verifikasi dan validasi
Penduduk tidak berdasarkan SOP dapat data dan Foto Copy Kartu Keluarga
mengakibatkan terjadinya kepemilikan Biodata ganda | 2 perekaman data kedalam database kependudukandan
dan berimplikasi pada hukum. pengarsipan berkas permohonan
3. Kepala Bidangmenadatangani Dokumen Biodata




Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Mutu Baku
No | Uraian Kegiatan | Pemohon Petugas Operator Petugas Kabid Pgl;]s/)rl)aerrat WE .
Loket Operator | ADB Pencetakan Arsip Per)lgamb Kasi Lengka Output
ilan pan
() (2) ©) “) (5) ©6) ®) © (10) (an | (2 (13) (14) | (19
] Mula
l

1. Pemohon Foto Terdaft
mengambil copy ar di
nomor antrian Kartu buku
sambil Ya Keluarga pendaft
menyerahkan aran
foto copy KK

2. Petugas Loket | TidaH v Foto
Memeriksa copy
Kelengkapan é Kartu
persayarat Keluarga
Mengecek KK

3. Petugas v Foto Hasil
Operator Copy ceta
melakukan Kartu kan
pengambilan/pe tidgk Keluarga dokum
rekaman data Pemohon en
ke dalam |dent
database tas
- Jika tidak ada
masalah bisa
langsung ke 1
Operator Hari
pencetakan
-Jika
bermasalah
diarahkan ke
ADB

4, Administrasi Pemohon
Data Base \4 dan KK
(ADB) Pemohon
mengeksekusi
data penduduk
yang
bermasalah

5. Petugas Ya Hasil Biodat
Verifikasi cetakan aYang
melaksanakan > Biodata sudah
penelitian di
berkas dan Verifika
verifikasi data si dan
serta di paraf
melakukan
Paraf

6. Kepala Bidang 1 Bioda
Pendafatran \ 4 Biodata hari ta yang
Penduduk ! Yang sudah
menandatanga sudah di ditanda
ni Biodata di paraf tangan
Kependudukan

7. Petugas Arsip v Biodata Bioda
Mencatatat dan ta
memberikan
nomor Biodata

8. Petugas v Bioda
Menyerahkan ta
Biodata ke E
Pemohon

9. Pemohon
Menerima/men
dapatkan E Biopata
|dentitas




PROSEDUR PENERBITAN SURAT KETERANGAN PINDAH BAGI WNI

DALAM WILAYAH NKRI

DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

NOMOR SOP :5
TGL. PEMBUATAN | : 2022
TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF 2022

DISAHKAN OLEH

Kepala Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Kab. Pacitan

Ttd.

Drs. SUPARDIYANTO, MM
19621231 198211 1 003

NAMA SOP

Prosedur penerbitan surat
keterangan pindah bagi WNI

dalam wilayah NKRI

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1.

10.

11.

Undang-undang No 25 Tahun 2003
tentang Pelayanan Publik
Undang-undang No 23 Tahun 2006

tentang Administrasi Kependudukan
Undang undang No 24 Tahun 2013 atas
perubahan Undang — Undang 23 Tahun
2016 tentang Administrasi Kependudukan
Peraturan Presiden No.25 tahun 2008
tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil

Peraturan Presiden No 26 tahun 2009
tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk
Berbasis Nomor Induk Kependudukan
Secara Nasional

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun
2013 tentang Perubahan Keempat atas
Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2009
tentang Penerapan KTP Berbasis NIK
secara Nasional

Permendagri No.28 tahun 2005 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah
Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007
tentang Pelaksanaan Undang-undang No

23 tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan
PerMenpan No per/21/M.Pan/11/2008

tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

Permendagri No 19 Tahun 2010 tentang
Formulir dan Buku yang digunakan dalam
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil

Permendagri Nomor
Tentang Perubahan
Pemerintah Nomor
Tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 Tentang
Administrasi Kependudukan

102 Tahun 2012
Atas  Peraturan
37 Tahun 2007

1.

Kepala Dinas memiliki kualifikasi dan kompetensi
sebagai Pejabat yang berwenang menandatangani
dokumen kependudukan

Kepala Kepala Bidang memiliki kualifikasi dan
kompetensi sebagai Pejabat yang berwenang
melakukan pengecekan kebenaran data dan kontrol
kualitas

Kepala Seksi memiliki kualifikasi dan kompetensi

sebagai Pejabat yang berwenang melakukan
verifikasi dan validasi data

Petugas Operator memiliki keahlian
mengoperasionalkan  komputer dan program

software SIAK & diberi hak akses oleh Kepala Bidang
Petugas Loket memiliki kualifikasi dan kompetensi
sebagai petugas yangmencatat pelaporan peristiwa
kependudukan dan peristiwa penting.




KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Standar Operasional Prosedur Penerbitan
Kartu Keluarga

2. Formulir F1.34

3. Alat Tulis Kantor

4. Buku Harian PKPP (BHPKPP), Buku Mutasi dan Buku
Induk

5. Perangkat komputer berisi program software SIAK
dan printer

6. Jaringan Internet

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila dalam melaksanakan penerbitan Kartu
Tanda Penduduk tidak berdasarkan SOP dapat
mengakibatkan terjadinya kepemilikan KTP
ganda dan berimplikasi pada hukum

1. Petugas Registrasi melaksanakan verifikasi dan
validasi data Formulir Permohonan pindah (F1.34)
yang telahdiTTD oleh penduduk

2. Pencatatan kedalam BHPKPP

3. Kepala Desa dan Camat menandatangani formulir
permohonan

4. Perekaman data dan pengarsipan berkas
permohonan
Kepala Dinas menerbitkan & menandatangani Surat
Keterangan Pindah




Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mutu Baku
No | Uraian Kegiatan Desa Petugas Persyarata
AL Kecamat | Petugas | Operal | poriorn | Kasi | kabid | Kepala n/ Waktu | Output
an Loket or an Dinas Perlengka
nan
(1) (2) ©) “) (5) (6) (1) (2) ©) “) ©) ) (1)
E mulai
1. | Pemohon A Berkas
menyampaikan Formulir
Berkas Formulir Permohon
Permohonan an
Biodata Ke
Desa
2. | Petugas Berkas Formu
Registrasi Formulir lir
menyerahkan Permohon Permo
berkas an honan
permohonan v Biodat
a
ditand
atang
ani
Kepal
a
Desa
3. | Pemohon
menyampaikan A 4
Berkas Formulir
Permohonan
Pindah Ke
kecamatan
4. | Operator Formulir Formu
Kecamatan F1.34, lir
menyampaikan Surat Permo
dilengkapi A\ 4 Pengantar honan
berkas E RT/RW,Fo Biodat
persyaratan to copy KK a
Kepada Dinas Foto copy ditand
Kependudukan dan asli atang
dan Pencatatan KTP el ani
Sipil Atau Camat
Serahkan
kepetugas
5. | Petugas Berka
melakukan S
pemeriksaan v Formu
kelengkapan Tidak é lir
berkas yang
permohonan sdh di
periks
a
6. | Petugas Formulir Surat
Operator yang sdh Ketera
melakukan diTTD 1 Hari | n9an
perekaman beserta Pinda
data ke dalam E persyarata h di
database dan n periks
Pencatatan adan
di
verifik
asi
7. | Petugas Berkas Surat
Verifikasi Formulir Ketera
melaksanakan yang sdh ngan
penelitian di periksa Pinda
berkas dan > h yang
verifikasi data sudah
serta Diverifi
melakukan kasi
Paraf
\ 4




8. | An.Kepala Berkas Surat
Dinas Formulir Ketera
Kependudukan yang sdh ngan
dan Pencatatan di periksa Pinda
Sipil, Kabid h
menandatanga yang
ni & sudah
menerbitkan di
Surat Tanda
Keterangan Tanga
Pindah n

10. | Petugas Loket Hasil
menyerahkan Cetak
Surat Surat
Keterangan Keteranga
Pindah n Pindah

11. | Petugas Surat
Kecamatan E 4 Ketera
mendapatkan ngan
Surat Pinda
Keterangan h
Pindah c

12. | Pemohon = Surat
mendapat Surat Ketera
Keterangan ngan
Pindah Pinda

h




PELAYANAN AKTA KELAHIRAN ONLINE via WHATSAPP

DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

NOMOR SOP 16
TGL. PEMBUATAN 2022
TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF . 2022

DISAHKAN OLEH

Kepala Dinas Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil Kab.

Pacitan

Ttd.

Drs. SUPARDIYANTO, MM

19621231 198211 1 003

NAMA SOP

PELAYANAN AKTA
KELAHIRAN ONLINE

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang — undang nomor 23 tahun
2006 tentang administrasi
kependudukan sebagaimana telah
di ubah dengan Undang — undang
nomor 24 tahun 2013

2. Perpres 96 tahun 2018 tentang
persyaratan dan tata cara
pendaftaran  penduduk dan
pencatatan sipil

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri
nomor 19 tahun 2018 tentang
Peningkatan Kualitas Layanan
Administrasi Kependudukan

4. Peraturan Bupati Pacitan No. 59
Tahun 2016 Tentang
Keduduakn,Tugas Dan Fungsi,
Susunan Organisasi Serta Tata
Kerja Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Kabupaten
Pacitan sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati
Nomor 197 Tahun 2021,

1. Memahami kebijakan administrasi kependudukan
2. Memahami ketentuan pelayanan Akta Kelahiran

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

- Tidak terkait dengan SOP yang lain

1. Aplikasi SIAK

2. Checklist

3. Kartu Kontrol

4. Register pada perangkat komputer

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Akta Kelahiran sudah harus diterima
pemohon paling lambat 2 (dua) hari
setelah berkas persyaratan
dinyatakan lengkap dan benar

1. Register Pelayanan Akta Kelahiran
2. Aplikasi SIAK




Mutu baku

Pelaksana
Kete
No Kegiatan 5 K Supervi O{)era Sysp;r Petu | persyaratan Bui ol
rt]emo FO onse sor or o Kadis gas IKelengka | Waktu
I e Berkas Kom | Doku Arsi pan b
puter men p

1. Pemohon Berkas 1 Cetak
mengirim permohonan Menit | berkas
e [
permohonan ]
melalui WA [

2. Meneliti dan Berkas 2 Berkas
mencetak permohonan Menit | permo
berkas honan
permohonan

3. | Membalas _omputer 1 Pesan
WA ke Menit | Wa
pemohon
untuk -
melengkapi
berkas dan
mendaftar ‘
ulang

4. | Membalas komputer 1 No
pemohon Menit | antrian
dengan -
memberi
nomor antrian

5. Menyerahkan Berkas 1 Berkas
berkas A4 permohonan Menit | permo
kepada - - honan
supervisor
berkas

6. Menerima Berkas 2 Berkas
berkas, permohonan | Menit | permo
mengisi Lembar honan
lembar v monitoring
monitoring - Kartu
dan )
membubuh pengendali
kan kartu
pengendali

7. Menchecklist Berkas 1 Berkas
no permohonan Menit | permo
pendaftaran v honan
bz:lr;ac?honan - Kartu
Ewasuk di pengendali
buku kendali
berkas
permohonan

8. Mengelompok v Berkas 5 menit | Berkas
kan berkas permohonan permo
permohonan - honan
sesuai
dengan nama |
operator

9. Mendistribusi Berkas 5 menit | Berkas
kan berkas - permohonan permo
permohonan honan
kepada |
operator

10. | Menerima Berkas 1 menit | Berkas
berkas permohonan permo
permohonan Lembar honan
dan mengisi monitoring
lembar
monitoring

11. | Menginput/en v _omputer 10 Akta
try data ke - jaringan menit | kelahir
dalam data an
base SIAK |

12. | Dokumen di komputer 10 Akta
buat dalam menit | kelahir
bentuk file an
PDF |

13. | Menyerahkan komputer 1 menit | Akta
dokumen kelahir
dalam bentuk an
file PDF |




14. | TTE komputer 5 menit | Akta
kelahir
an

15 | Menerima komputer 1 menit | Akta

berkas dalam kelahir
bentuk PDF an
16 | Menchecklist Kendali dok 2 menit | Akta
no jadi kelahir
pendaftaran an
di buku ‘
kendali A
dokumen jadi, -
dan mengisi
lembar l
monitoring

17 | Menghubungi komputer 5menit | Akta
dan mengirim kelahir
dokumen an
dalam bentuk -
file PDF untuk
di cetak
sendiri oleh
pemohon

18. | Menerima Hp 1 menit | Akta
berkas dalam kelahir
bentuk file pdf an

19. | Menerima Berkas 1 menit | Berkas

berkas untuk arsip

di arsipkan




7. PELAYANAN AKTA KEMATIAN ONLINE via WHATSAPP

DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

NOMOR SOP 07
TGL. PEMBUATAN 2022
TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF . 2022

DISAHKAN OLEH

Kepala Dinas Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil Kab.
Pacitan

Ttd.

Drs. SUPARDIYANTO, MM
19621231 198211 1 003

NAMA SOP

PELAYANAN AKTA
KEMATIAN ONLINE

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang — undang nomor 23 tahun
2006 tentang administrasi
kependudukan sebagaimana telah
di ubah dengan Undang — undang
nomor 24 tahun 2013

2. Perpres 25 tahun 2008 tentang

tata cara
pendaftaran
pencatatan sipil

persyaratan
penduduk  dan

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri

nomor 19 tahun 2018 tentang
Peningkatan Kualitas Layanan
Administrasi Kependudukan

4. Peraturan Bupati Pacitan No. 59

Tahun 2016 Tentang
Keduduakn,Tugas Dan Fungsi,
Susunan Organisasi Serta Tata
Kerja Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Kabupaten
Pacitan sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati
Nomor 197 Tahun 2021,

1. Memahami kebijakan administrasi kependudukan
2. Memahami ketentuan pelayanan Akta Kematian

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

- Tidak terkait dengan SOP yang lain

1. Aplikasi SIAK
2. Checklist
3. Kartu Kontrol

4. Register pada perangkat komputer

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1.

Akta Kematian sudah harus
diterima pemohon paling lambat
1 (satu) hari setelah berkas
persyaratan dinyatakan lengkap
dan benar

1. Register Pelayanan Akta Kematian
2. Aplikasi SIAK




Pelaksana Mutu baku
Kete
No Kegiatan P K Supervi O:Joerra ?/'fls?cﬁ'r Petu | Persyaratan out reETgeln
rt]amo FO onse sor Kadis gas /Kelengka | Waktu
on lor Berkas Kom Doku Arsi pan put
puter men p
1. Pemohon Berkas 1 Cetak
mengirim permohonan | Menit | berkas
o Rl
permohonan ]
melalui WA |
2. Meneliti dan Berkas 2 Berkas
mencetak permohonan Menit | permo
berkas honan
permohonan
3. | Membalas komputer 1 Pesan
WA ke Menit | Wa
pemohon
untuk -<
melengkapi
berkas dan
mendaftar ‘
ulang
4. | Membalas komputer 1 No
pemohon Menit | antrian
dengan -
memberi
nomor antrian
5. Menyerahkan Berkas 1 Berkas
berkas X permohonan Menit | permo
kepada - - honan
supervisor
berkas
6. Menerima Berkas 2 Berkas
berkas, permohonan Menit | permo
mengisi Lembar honan
Lig]r?i?c:ring v monitoring
dan - Kartu
membubuh pengendali
kan kartu
pengendali
7. Menchecklist Berkas 1 Berkas
no permohonan Menit | permo
pendaftaran v honan
Sgkmaoshonan - Kartu
masuk di pengendali
buku kendali
berkas
permohonan
8. Mengelompok v Berkas 5 menit | Berkas
kan berkas permohonan permo
permohonan - honan
sesuai
dengan nama |
operator
9. Mendistribusi Berkas 5 menit | Berkas
kan berkas - permohonan permo
permohonan honan
kepada |
operator
10. | Menerima Berkas 1 menit | Berkas
berkas permohonan permo
permohonan Lembar honan
dan mengisi monitoring
lembar
monitoring
11. | Menginput/en v komputer 10 Akta
try data ke - jaringan menit | kemati
dalam data an
base SIAK |
12. | Dokumen di komputer 10 Akta
buat dalam menit | kemati
bentuk file an
PDF |
13. | Menyerahkan komputer 1 menit | Akta
dokumen I _' kemati
dalam bentuk | an
file PDF ) |
14. | TTE | - komputer | 5menit | Akta
kemati
T an




15 | Menerima komputer 1 menit | Akta
berkas dalam kemati
bentuk PDF - an

16 | Menchecklist Kendali dok 2 menit | Akta
no jadi kemati
pendaftaran an
di buku
kendali
dokumen jadi,
dan mengisi
lembar
monitoring

17 | Menghubungi komputer 5 menit | Akta
dan mengirim kemati
dokumen an
dalam bentuk
file PDF untuk
di cetak
sendiri oleh
pemohon

18. | Menerima Hp 1 menit | Akta
berkas dalam kemati
bentuk file pdf an

19. | Menerima Berkas 1 menit | Berkas
berkas untuk arsip

di arsipkan




II. SOP ADMINISTRASI

1. SURAT MASUK ELEKTRONIK

NOMOR SOP ;01
TGL. PEMBUATAN : 2022
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF 12022
DISAHKAN OLEH Kepala Dinas Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil Kab.
Pacitan
DINAS KEPENDUDUKAN DAN Ttd

PENCATATAN SIPIL

Drs. SUPARDIYANTO, MM
19621231 198211 1 003

NAMA SOP Surat Masuk Elektronik
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Peraturan Bupati Pacitan No0.48
Tahun 2016 Tentang Pedoman Tata
. . . 1.SLTA
Naskah Dinas di  Lingkungan >D3
Pemerintah  Kabupaten Pacitan |
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1.ATK
;.g?sra(t)ggilﬁrrn inan 2.Lembar Disposisi
ISP P 3.Komputer
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Akibat tidak dilaksanakan dengan baik,
bisa terganggu kegiatan masalah surat
menyurat dan disposisi  pimpinan
sehingga terhambatnya pelayanan.




No. Kegiatan Pelaksanan Mutu Baku Ket.
.| Kabid/ | Subag/
Kadis Sek. Subid Pel. Kelengkapan | Waktu | Output
1 Surat diterima di 5
bagian pelayanan - Surat menit | Surat
|
2 | Surat masuk di Scan ‘ Scan 5 File scan
menit surat
masuk
3 | Surat hasil scan Email 5 Email
dikirimkan ke email menit
Sekretaris
4 | Surat didistribusikan Surat 5 Disposisi
oleh Sekretaris ke menit
Bidang yang -
menangani
5 | Berkas masuk ke Surat 5
Pengagenda menit
6 | Surat masuk di Surat 5
agenda oleh menit
pengagenda surat
7 | Petugas agenda Buku agenda 5
surat menit
8 | Petugas Surat 5
menyerahkan menit
kepada Sekretaris
9 | Sekretaris v Surat 5
menyerahkan menit
kepada Kepala -
Badan
10 | Kepala Badan Surat 5
menyerahkan . menit
kepada Agendaris
11 | Petugas Disposisi/surat 5 Surat
Menyerahkan kepala - menit
Bidang-Bidang 1
12 | Selesai ‘




MUTASI BARANG PERANGKAT DAERAH

DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

NOMOR SOP 102
TGL. PEMBUATAN 2022
TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF . 2022

DISAHKAN OLEH

Kepala Dinas Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil Kab.

Pacitan

Ttd.

Drs. SUPARDIYANTO, MM

19621231 198211 1 003

NAMA SOP

Mutasi
Daerah

Barang Perangkat

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.
19 tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah

2. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 43
Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis
Pengelolaan Barang Milik daerah

1.SLTA
2.D.3

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1.Surat Keluar
2. Disposisi Pimpinan

1.ATK
2.Lembar Disposisi

3.Komputer
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Akibat tidak dilaksanakannya
pengelolaan barang dengan baik,

administrasi barang inventaris menjadi
tidak teratur dan tidak terkontrol




No.

Kegiatan

Pelaksanan

Mutu Baku

Pel.

Kasubag | Kadis

BPKAD

Kelengkapan

Waktu

Output

KET

Membuat daftar
uraian rencana
pemasukan dan
pengeluaran
barang selama 1
(satu) tahun
anggaran

Data

120
menit

Bahan
awal

Menginfentaris
pamasukan
penggeluaran
barang setiap saat
dalam laporan
mutasi pada setiap
bulannya

dan

Bahan awal

60
menit

Keluar
masuk
barang

Mendata dan
memferifikasi
barang
masuk dan
keluar apakan
sesuai dengan

rencana tahunan

yang

tidak

ya

Keluar masuk
barang

60
menit

Jumlah
realisasi

Memilah dan
membagi menurut
jenis dan kelompok
barang agar sesuai
dengan kelompok
KIB dan
membuat
perubahan
masuk
mutasi

daftar
keluar
beserta

Jumlah
realisasi

60
menit

KIB

Mengusulkan
kepada kepala
dinas dan meminta
penetapan
perubahan barang
atas Mutasi barang
tersebut

KIB

60
menit

Mutasi

Menerima Kembali
ketetapan
perubahan Mutasi
barang tersebut

Mutasi

60
menit

Rekap
mutasi

Melaporakan hasil
Berita Acara Stock
Opname

Barang ATK
kepada Inspektorat
dan BPKAD

Rekap mutasi

120
menit

Rekap
KIB

Meminta SK
Penetapan Mutasi
Barang tersebut
Kepada Bagian
Aset BPKAD

Rekap KIB

1
minggu

SK




CUTI BESAR

DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

NOMOR SOP : 03
TGL. PEMBUATAN . 2022
TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF 2022

DISAHKAN OLEH

Kepala Dinas Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil Kab.

Pacitan

ttd

Drs. SUPARDIYANTO, MM

19621231 198211 1 003

NAMA SOP

CUTI BESAR

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. UU No. 8 Th.1974 Tentang Pokok-
pokok Kepegawaian;

2. PP No.11l Th.2017 Tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

3. SE No.01/SE/1977 Tentang
Permintaan dan Pemberian Cuti
PNS.

1. SLTA
2. D.3

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Surat Keluar
2. Disposisi Pimpinan

1. ATK
2. Lembar Disposisi
3 .Komputer

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Akibat tidak ditindaklanjuti surat usulan
Cuti  ini bisa mengakibatkan
pemenuhan hak PNS tidak terealisasi.




Pelaksanan Mutu Baku
No. Kegiatan KET
. Kabid/ | Subag/ Kelengk. | Waktu | Output
Kadis Sek. Subid Pel.

1 | Yang bersangkutan Buku 5 Berkas
mengajukan ijin Cuti rangkap 3 ’ agenda menit | Cuti

2 | Menyerahkan Isian Formulir Berkas 5 Berkas
kepada Bagian Kepegawaian menit | Cuti

3 | Bagian Kepegawaian meneliti Berkas 5 Berkas
isian ajuan Culti menit | Cuti

4 | Hasil koreksi dikembalikan Koreksian 5 Berkas
kepada PNS yang ’F menit | Cuti
bersangkutan.

5 | PNS vyang bersangkutan Berkas 5 Berkas
menandatangani formulir menit | Cuti
ajuan yang telah dikoreksi.

6 | Setelah ditanda-tangani, Berkas 5 Berkas
diajukan kepada  Atasan < menit | Cuti
langsung

7 | Ditunda Berkas 2 Berkas
Formulir dikembalikan dengan menit | Cuti
alasan penundaan

8 | Disetujui Berkas 5 Berkas
Atasan langsung memberi menit | Cuti
persetujuan dan tanda-tangan -
pada formulir <

9 | Formulir  diteruskan pada Berkas 5 Berkas
pegawai yang berhak memberi - menit | Cuti
Cuti 1

10 | Ditunda l Berkas 5 Berkas
Formulir dikembalikan melalui menit | Cuti
Atasan langsung PNS yang -
bersangkutan, disertai dengan
alasan penundaan

11 | Disetujui Berkas 5 Berkas
Pejabat berwenang menit | Cuti
memberikan persetujuan Cuti -‘
dengan membubuhkan tanda-
tangani formulir Cuti

12 | Formulir yang telah ditanda- Surat ljin 10 Surat
tangani dikembalikan kepada - Cuti menit | Cuti
PNS yang bersangkutan Besar

melalui Atasan langsung.
1. Formulir pengajuan Cuti
rangkap 3 vyang telah

disahkan:

eAsli 1 (satu) lembar
kepada Bagian
Kepegawaian;

eCopy 1 (satu) lembar
kepada Bupati dengan
tebusan BKPPD dan
Inspektorat.

eCopy 1 (satu) Ilembar
kepada yang bersangkutan
sebagai arsip

2. Melaporkan/menyerahkan

tugas sehari-hari kepada
atasan langsung.

3. PNS melaksanakan Cuti.
4. Laporan setelah

melaksanakan Cuti.




4. CUTI MELAHIRKAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

NOMOR SOP 104
TGL. PEMBUATAN 2022
TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF . 2022

DISAHKAN OLEH

Kepala Dinas Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil Kab.

Pacitan

Ttd.

Drs. SUPARDIYANTO, MM

19621231 198211 1 003

NAMA SOP

CUTI MELAHIRKAN

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. UU No. 8 Th.1974 Tentang Pokok-
pokok Kepegawaian;

2. PP No.11 Th.2017 Tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil

1.SLTA
2.D.3

3. SE No.01/SE/1977 Tentang
Permintaan dan Pemberian Cuti
PNS;
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Surat Keluar
2. Disposisi Pimpinan

1.ATK
2.Lembar Disposisi
3.Komputer

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Akibat tidak ditindaklanjuti surat usulan
Cuti  ini bisa mengakibatkan
pemenuhan hak PNS tidak bisa
terealisasi.




No. Kegiatan Pelaksanan Mutu Baku KET
.| Kabid/ | Subag/ Kelengk. | Waktu Output
Kadis | “sex. | subid | Pe"

1 | Yang bersangkutan Buku 5 Berkas
mengajukan ijin Cuti ’ agenda menit | Cuti
rangkap 3

2 | Menyerahkan Isian Formulir Berkas 5 Berkas
kepada Bagian menit | Cuti
Kepegawaian

3 | Bagian Kepegawaian Berkas 5 Berkas
meneliti isian ajuan Cuti menit | Culti

4 | Hasil koreksi dikembalikan Koreksian 5 Berkas
kepada PNS yang =F menit | Cuti
bersangkutan.

5 | PNS vyang bersangkutan Berkas 5 Berkas
menandatangani formulir menit | Cuti
ajuan yang telah dikoreksi.

6 | Setelah ditanda-tangani, Berkas 5 Berkas
diajukan kepada Atasan < menit | Cuti
langsung

7 Ditunda Berkas 2 Berkas
Formulir dikembalikan - menit | Cuti
dengan alasan penundaan

8 Disetujui Berkas 5 Berkas
Atasan langsung memberi menit | Cuti
persetujuan dan tanda- -L
tangan pada formulir

9 Formulir diteruskan pada Berkas 5 Berkas
pegawai yang berhak :- menit | Cuti
memberi Culti

10 | Ditunda Berkas 5 Berkas
Formulir dikembalikan menit | Cuti
melalui Atasan langsung h 4
PNS vyang bersangkutan, -
disertai dengan alasan
penundaan

11 | Disetujui Berkas 5 Berkas
Pejabat berwenang - menit | Cuti
memberikan persetujuan
Cuti dengan membubuhkan
tanda-tangani formulir Cuti

12 | Formulir yang telah ditanda- Surat ljin 10 Surat Cuti
tangani dikembalikan - Cuti menit | Melahirkan
kepada PNS yang
bersangkutan melalui
Atasan langsung.

1. Formulir pengajuan Cuti
rangkap 3 yang telah
disahkan:
eAsli 1 (satu) lembar
kepada Bagian
Kepegawaian;

e Copy 1 (satu) lembar
kepada Bupati dengan
tebusan BKPPD dan
Inspektorat.

e Copy 1 (satu) lembar
kepada yang
bersangkutan  sebagai
arsip

2. Melaporkan/menyerahkan
tugas sehari-hari kepada
atasan langsung.

3. PNS melaksanakan Cuti.

4. Laporan setelah
melaksanakan Cuti.




CUTI SAKIT

DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

NOMOR SOP : 05
TGL. PEMBUATAN 2022
TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF . 2022

DISAHKAN OLEH

Kepala Dinas Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil Kab.
Pacitan

Ttd.

Drs. SUPARDIYANTO, MM
19621231 198211 1 003

NAMA SOP

CUTI SAKIT

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. UU No. 8 Th.1974 Tentang Pokok-
pokok Kepegawaian;

2. PP No.11 Th.2017 Tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil

3. SE No.01/SE/1977 Tentang
Permintaan dan Pemberian Culti
PNS;

4, PP No.26 Th.1977 Tentang
Pengujian Kesehatan Pegawai

Negeri Sipil & Tenaga - Tenaga
Lainnya yang bekerja pada negara
Republik Indonesia

1.SLTA
2.D.3

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Surat Keluar 1.ATK
2. Disposisi Pimpinan 2.Lembar Disposisi

3.Komputer
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Akibat tidak ditindaklanjuti  surat

usulan Cuti ini bisa mengakibatkan
pemenuhan hak PNS tidak bisa
terealisasi




Pelaksanan Mutu Baku
No. Kegiatan KET
.| Kabid/ | Subag/ Kelengk. | Waktu | Output
Kadis | "sek. | subid | Pe"
1 | Yang bersangkutan mengajukan Buku 5 Berkas
ijin Cuti rangkap 3 ’ agenda menit | Cuti
2 | Menyerahkan Isian Formulir Berkas 5 Berkas
kepada Bagian Kepegawaian menit | Cuti
3 | Bagian Kepegawaian meneliti Berkas 5 Berkas
isian ajuan Cuti menit | Cuti
4 | Hasil koreksi dikembalikan kepada Koreksian 5 Berkas
PNS yang bersangkutan. =F menit | Cuti
5 | PNS yang bersangkutan Berkas 5 Berkas
menandatangani formulir ajuan menit | Cuti
yang telah dikoreksi.
6 | Setelah ditanda-tangani, diajukan Berkas 5 Berkas
kepada Atasan langsung < menit | Cuti
7 | Ditunda Berkas 2 Berkas
Formulir dikembalikan dengan . menit | Cuti
alasan penundaan
8 | Disetujui Berkas 5 Berkas
Atasan langsung memberi menit | Cuti
persetujuan dan tanda-tangan -
pada formulir
9 | Formulir diteruskan pada pegawai Berkas 5 Berkas
yang berhak memberi Cuti :F menit | Cuti
10 | Ditunda Berkas 5 Berkas
Formulir dikembalikan melalui menit | Cuti
Atasan langsung PNS yang
bersangkutan, disertai dengan
alasan penundaan
11 | Disetujui Berkas 5 Berkas
Pejabat berwenang memberikan - menit | Cuti
persetujuan Cuti dengan
membubuhkan tanda-tangani
formulir Cuti
12 | Formulir yang telah ditanda- Surat ljin 10 Surat
tangani dikembalikan kepada PNS - Cuti menit | Cuti
yang bersangkutan melalui Atasan Sakit
langsung.
1. Formulir pengajuan Cuti
rangkap 3 yang telah disahkan:
e Asli 1 (satu) lembar kepada
Bagian Kepegawaian;
e Copy 1 (satu) lembar kepada
Bupati dengan tebusan
BKPPD dan Inspektorat.
e Copy 1 (satu) lembar kepada
yang bersangkutan sebagai
arsip
2. Melaporkan/menyerahkan tugas
sehari-hari kepada  atasan
langsung.
3. PNS melaksanakan Cuti.
4, Laporan setelah melaksanakan
Cuti.




CUTI TAHUNAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

NOMOR SOP : 06
TGL. PEMBUATAN 2022
TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF . 2022

DISAHKAN OLEH

Kepala Dinas Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil Kab.

Pacitan

Ttd.

Drs. SUPARDIYANTO, MM

19621231 198211 1 003

NAMA SOP

CUTI TAHUNAN

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. UU No. 8 Th.1974 Tentang Pokok-
pokok Kepegawaian;

2. PP No.11 Th.2017 Tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil

3. SE No.01/SE/1977 Tentang
Permintaan dan Pemberian Culti
PNS;

1.SLTA
2.D.3

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1.Surat Keluar
2.Disposisi Pimpinan

1.ATK
2.Lembar Disposisi
3.Komputer

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Akibat tidak ditindaklanjuti surat usulan
Cuti  ini bisa mengakibatkan
pemenuhan hak PNS tidak bisa
terealisasi.




Pelaksanan Mutu Baku KET

No. Kegiatan

. | Kabid/ | Subag/ Kelengk. | Waktu | Output
Kadis Sek. Subid Pel.

1 | Yang bersangkutan Buku 5 Berkas
mengajukan fjin  Cuti ’ agenda menit | Cuti
rangkap 3

2 | Menyerahkan Isian Formulir Berkas 5 Berkas
kepada Bagian menit | Cuti
Kepegawaian

3 | Bagian Kepegawaian Berkas 5 Berkas
meneliti isian ajuan Cuti menit | Cuti

4 | Hasil koreksi dikembalikan Koreksian 5 Berkas
kepada PNS yang =F menit | Cuti
bersangkutan.

5 | PNS vyang bersangkutan Berkas 5 Berkas
menandatangani formulir menit | Cuti
ajuan yang telah dikoreksi.

6 | Setelah ditanda-tangani, Berkas 5 Berkas
diajukan kepada Atasan < menit | Cuti
langsung

7 | Ditunda Berkas 2 Berkas
Formulir dikembalikan menit | Cuti
dengan alasan penundaan

8 | Disetujui Berkas 5 Berkas
Atasan langsung memberi menit | Cuti
persetujuan dan tanda- -
tangan pada formulir

9 | Formulir diteruskan pada Berkas 5 Berkas
pegawai  yang  berhak menit | Cuti
memberi Cuti

10 | Ditunda Berkas 5 Berkas
Formulir dikembalikan menit | Cuti
melalui Atasan langsung
PNS vyang bersangkutan,
disertai dengan alasan
penundaan

11 | Disetujui Berkas 5 Berkas
Pejabat berwenang - menit | Cuti
memberikan persetujuan
Cuti dengan membubuhkan
tanda-tangani formulir Cuti

12 | Formulir yang telah ditanda- Surat ljin 10 Surat
tangani dikembalikan kepada - Cuti menit | Cuti
PNS vyang bersangkutan Tahunan

melalui Atasan langsung.
1. Formulir pengajuan Cuti
rangkap 3 yang telah

disahkan:

eAsli 1 (satu) lembar
kepada Bagian
Kepegawaian;

e Copy 1 (satu) lembar
kepada Bupati dengan
tebusan BKPPD dan

Inspektorat.

e Copy 1 (satu) lembar
kepada yang
bersangkutan  sebagai
arsip

2. Melaporkan/menyerahkan
tugas sehari-hari kepada
atasan langsung.

3. PNS melaksanakan Cuti.

4. Laporan setelah

melaksanakan Cuti.




7. SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP)

DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

NOMOR SOP 107
TGL. PEMBUATAN 2022
TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF . 2022

DISAHKAN OLEH

Kepala Dinas Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil Kab.
Pacitan

Ttd.

Drs. SUPARDIYANTO, MM
19621231 198211 1 003

NAMA SOP

SASARAN KERJA
PEGAWAI (SKP)

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Pemerintah Nomor : 46
Tahun 2011 tentang Penilaian
Prestasi Kerja PNS (PKK PNS)

2. Per Ka BKN Nomor : 1 Tahun 2013
tentang Ketentuan Pelaksanaan

1.SLTA
2.D.3

PP Nomor 46 Tahun 2011

tentang Penilian Prestasi Kerja

PNS
3.
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

S . . 1.ATK
1. Penilaian Prestasi Kerja PNS 2.Lembar Disposisi
3.Komputer

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Akibat tidak dibuatnya Sasaran Kerja
Pegawai (SKP) ini bisa

mengakibatkan PNS tidak mempunyai
rencana dan target kinerja yang jelas
selama 1 tahun ke depan dan
berpengaruh untuk administrasi
kepegawaian PNS yang bersangkutan.




No.

Kegiatan

Pelaksanan

Mutu Baku

Kadis

Kabid/
Sek.

Subag/
Subid

Pel.

BKN

Kelengka
pan

Waktu

Output

KET

Edaran kepada
OPD tentang
pembuatan SKP
dan Penyampaian
Laporan Penilaian
Prestasi Kerja

1 (satu)
surat

1 (satu)
hari

Surat

PNS menyusun
Sasaran Kerja
Pegawai (SKP)

v

-

Berkas

1 (satu)
hari

Berka
s SKP

Pejabat Penilai
(minimal eselon V)
melakukan
penilaian terhadap
PNS bawahannya

1 (satu)
hari

Berkas
SKP

PNS menerima
hasil penilaian dan
menandatangani
hasil penilaian dan
mengembalikan
kepada pejabat
penilai

Berkas

Paling
lama 14
(empatb

elas
hari)

Berkas
SKP

PNS
menandatangani
dan
mengembalikan
hasil penilaian
kepada pejabat
penilai dan dapat
mengajukan
keberatan dengan
disertai alasan
kepada atasan
pejabat penilai

Berkas

Paling
lama 14
(empatb

elas
hari)

Berkas
SKP

Atasan pejabat
penilai
menandatangan
penilaian  prestasi
kerja .

Untuk pejabat
eselon Il dan I
yang atasan
pejabat penilai
Sekda dan Bupati
pengajuan
penandatanganan
melalaui BKPPD

Berkas

2 (dua)
hari

Berkas
SKP

OPD  melaporkan
Penilaian  Prestasi
Kerja dan SKP
kepada Bupati
melalui BKPPD
disertai daftar
nominatif dan
rekapitulasi

Berkas

2 (dua)
hari

Berkas
SKP

BKPPD melakukan
rekapitulasi semua
SKP dan PPK yang
masuk dari OPD

Berkas

2 (dua)
hari

Berkas
SKP

BKPPD melaporkan
SKP dan PPK ke
BKN disertai daftar
nominatif PNS dan
rekapitulasinya

Berkas

2 (dua)
hari

SKP

10

Selesai




PENGURUSAN KENAIKAN PANGKAT PNS

DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

NOMOR SOP : 08
TGL. PEMBUATAN 2022
TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF . 2022

DISAHKAN OLEH

Kepala Dinas Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil Kab.
Pacitan

Ttd.

Drs. SUPARDIYANTO, MM
19621231 198211 1 003

NAMA SOP

KENAIKAN PANGKAT PNS

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun
2014 tentang ASN

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajeman
PNS

3. Keputusan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor 12
Tahun 2002 tentang kenaikan
pangkat PNS

1.SLTA
2D.3
351

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1.Pengantar dari OPD
1. SOP SAPK 2.Lembar Disposisi

2. SOP Alur Surat Masuk Keluar
3. SOP Pengarsipan

3.ATK
4.Komputer/Laptop

5.Jaringan Internet

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Kenaikan Pangkat merupakan
penghargaan bagi PNS atas prestasi
kerja yang dibuktikan dengan SK
Kenaikan Pangkat. Jika SOP ini tidak
dijalankan, maka proses pengurusan
Kenaikan Pangkat akan terhambat.




Pelaksanaan Mutu Baku
Uraian Pelaksana BKD BKN BKN
No Prosedur [ Analis Kasubid | Kabid Kadis Bup Prov. reg Pusat | OP Persyaratan Waktu Output
Kepega D /Kelengkapan
waian
1 Membuat Surat ATK, Komputer/ 10 Surat
Pemberitahuan ; Menit Pemberita
usul  Kenaikan .—«P-—|>-<“>- Laptop. Printer huan Usul
Pangkat yang di Kenaikan
tanda tangani Pangkat
oleh Kadis
2 Mendistribusika Amplop BKPPD, 1 Hari Surat
n Surat ATK, Surat Pemberita
Pemberitahuan Pemberitahuan Usul huan Usul
usul  Kenaikan KP dan Kendaraan Kenaikan
Pangkat kepada > Pangkat
OPD yg terkirim
3 Menerima = Pengantar OPD 5 Berkas
berka_s usulan * Foto Copy sah : Menit | usulan
Kenaikan SK CPNS, SK
Pangkat PNS, SK KP
terakhir,
KARPEG, (SK
Jabatan terakir,
Surat
< Pernyataan
Pelantikan serta
SPMT bagi
pejabat
struktural), Surat
Keterangan ljin
Belajar bagi
PNS yg
mengikuti/melanj
utkan ke jenjang
pendidikan lebih
tinggi, Surat
Keputusan
Tugas  belajar
bagi PNS yg
sedang atau
setelah selesai
tugas belajar,
SPMJ bagi yg
menduduki
jabatan, SKP 2
tahun terakir,
ljasah terakir,
STLUD bagi
PNS pindah
golongan, PAK
bagi jabatan
Fungsional
= Scan PDF
4 Kabid Mutasi Pengantar dari | 5 Catatan
dan Promosi OPD dan Lembar | Menit Disposisi
memeriksa surat Disposisi
dan
memberikan
catatan disposisi
kepada
Kasubbid
Kepangkatan
untuk
memproses
usulan Kenaikan
Pangkat
5 Kasubbid Pengantar dari | 5 Catatan
Kepangkatan OPD, Berkas | Menit Disposisi
meneliti  berkas Usulan dan dan
usulan kenaikan - Lembar Disposisi Berkas
pangkat dan Usulan
memberikan

catatan disposisi
kepada
pelaksana untuk
diproses sesuai
ketentuan yang
berlaku




6 Memverivikasi Berkas usulan | 10 Berkas
kelengkapan kenaikan pangkat, | Menit Pengurus
berkas dan Lampiran an
pencatatan pengantar dari Kenaikan
dalam buku OPD, Lembar Pangkat
register Disposisi, ATK yang

dan buku register lengkap

7 Menyampaikan Komputer/Laptop, 5 Surat
surat ATK, Printer, | Menit
kekurangan Telepon
berkas serta
menghubungi
setiap OPD
apabila berkas
belum lengkap

8 Melakukan Berkas usulan | 10 Data PNS
peremajaan kenaikan pangkat, | Menit yang
data PNS Komputer/Laptop, sudah
sesuai  berkas Jaringan Internet diremajak
usulan Kenaikan dan ATK an dan
Pangkat dan data PNS
mengentry / yg sudah
input data usul terinput
kenaikan
pangkat melalui
SAPK

9 Mengeksport Komputer/Laptop, 1 hari Daftar
data Kenaikan Jaringan Internet, Nominatif
Pangkat dari ATK, Printer Bahan
NCSISADMIN Baperjaka
dan mengolah t
serta mencetak
daftar nominatif
data  kenaikan
pangkat  untuk
keperluan rapat
Baperjakat

10 | Kasubid v Daftar  nominatif | 1 hari Bahan
Kepangkatan Bahan Rapat Baperjaka
meneliti  daftar Beperjakat t
nominatif bahan
Rapat
Baperjakat

11 | Kabid Mutasi Daftar  nominatif | 1 hari Bahan
dan promosi Bahan Rapat Baperjaka
memberi  paraf Beperjakat t
untuk proses "-
penandatangan
an bahan Rapat
Baperjakat serta
meghubungi
anggota
Baperjakat
untuk
mengetahui
pelaksanaan
rapat

12 | Mencetak Nota Komputer/ Laptop, | 5 Nota Usul
Usul Kenaikan Jaringan Internet, | Menit dan
Pangkat dan —>- ATK dan Printer Pengantar
Pengantar Usul Usul
dari SAPK
secara kolektif

13 | Kasubid Nota Usul dan | 5 Nota Usul
Kepangkatan Pengantar  Usul | Menit dan
meneliti Nota Kenaikan Pangkat Pengantar
usul dan Usul
Pengantar Usul

14 | Penandatangan Nota Usul dan | 1 hari Nota Usul
Nota Usul dan Pengantar  Usul dan
Pengantar Usul Kenaikan Pangkat Pengantar
Kenaikan Usul
Pangkat : Kenaikan
= Gol IVic ;-4..;- Pangkat

keatas  kpd yang

Bupati sudah di
= Gol IV/ib tandatang

kebawah kpd | ani

Kadis




15 | Menggabungka Berkas kenaikan | 3 Berkas
n Nota Usul dan pangkat, nota usul | Menit usulan
Pengantar Usul dan pengantar yang
dengan berkas usul, ATK lengkap
usul  kenaikan dan siap
pangkat masing- dikirim
masing PNS
16 | Menyampaikan Berkas  Usulan | 2 hari | Berkas
usulaﬁ berkas Kenaikan yang
kenaikan Pangkat, lengkap
pangkat: Kendaraan  dan dan
= Gol Ivic SPT terkirim
keatas ke
BKD  Prov. >
Untuk
dimintakan
pengantar dan
dikembalikan
kepada
Kab/Kota
masing-
masing untuk
dikirim ke
Setneg dan
BKN Pusat
= Gol. IV/a-IVib
ke BKD Prov.
Diteruskan ke
BKN Regional
= Gol. I/d
kebawah ke
BKN Regional
17 | Mengambil Kendaraan  dan | 2 hari Pengan
Pengantar SPT tar
Kenaikan Kenaikan
Pangkat khusus Pangkat
untuk Gol. IV/c dan
ke atas ke BKD Berkas
Provinsi < Usulan
yang siap
dikirim ke
Jakarta
18 | Kabid Mutasi Berkas Usulan | 2 hari Berkas
dan Promosi Kenaikan yang
mengantar o Pangkat, lengkap
usulan kenaikan e Kendaraan dan dan
pangkat ke SPT terkirim
Setneg dan
BKN Pusat
19 | Menyusuli Kekurangan 2 hari Berkas
berkas kenaikan berkas, usulan
pangkat apabila Kendaraan  dan Kenaikan
masih ada SPT Pangkat
kekurangan yang
kelengkapan lengkap
berkas ke BKN
Regional khusus
Gol. IVIb
kebawah
20 | Monitoring Kendaraan  dan | 2 hari Petikan
Pelaksanaan SPT SK
Proses dan Kenaiaka
Penerimaan SK n Pangkat
Kenaikan Gol IV/a-
Pangkat Gol. IV/b
IV/a-1V/b yang di
selenggarakan
oleh BKD
Provinsi
21 | Mengambil Nota Kendaraan  dan | 2 hari Nota
Persetujuan SPT Persetuju
Teknis Kenaikan an Teknis
Pangkat  dari <
BKN  Regional
khusus Gol. lli/d
kebawah
22 | Membuat Draf ATK, 1 hari Leger
Keputusan Komputer/Laptop Kenaikan
dengan  dasar dan Printer Pangkat
Nota yg sudah
Persetujuan ditandata
Teknis BKN Gol. ngani oleh
ll/d  kebawah Bupati
untuk
disampaikan
dan
ditandatangani

oleh Bupati




23 | Mencetak Blanko Garuda | 1 hari Petikan
Petikan SK Emas, ATK, SK
Kenaikan Komputer/Laptop Kenaikan
Pangkat yang dan Printer Pangkat
ditandatangani yg sudah
oleh Kepala di tanda
Badan tangani

24 | Mengambil Kendaraan  dan | 2 hari Petikan
Petikan SK SPT SK
Kenaikan Kenaikan
Pangkat untuk < Pangkat
Gol. IV/c keatas ' Gol. IV/c
di BKN Pusat keatas

25 | Membuat Surat ATK, 10 Surat
Edaran Komputer/Laptop, Menit Edaran
Pengambilan Printer Pengambi
Petikan SK \ 4 \ 4 lan
Kenaikan -—|> -4-» -<-->- Petikan
Pangkat yang di SK
tanda tangani Kenaikan
oleh Kadis Pangkat

26 | Mendistribusi Amplop BKPPD, | 1 Hari Surat
kan Surat ATK, Surat Edaran
Edaran o Edaran Pengambi
Pengambilan i Pengambilan lan
Petikan SK Petikan SK KP Petikan
Kenaikan dan Kendaraan SK
Pangkat kepada Kenaikan
OPD Pangkat

yg terkirim

27 | Mendistribusi Amplop Surat | 1 hari Petikan
kan Petikan SK BKPPD, Map SK
Kenaikan BKPPD Kenaikan
Pangkat, Pangkat
pengembalian PNS

berkas yang
T™MS kepada

OPD dan
Evaluasi Proses
Kenaikan

Pangkat yang
sebelumnya

A




9. ADMINISTRASI PENSIUN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

NOMOR SOP : 09
TGL. PEMBUATAN 2022
TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF . 2022

DISAHKAN OLEH

Kepala Dinas Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil Kab.

Drs. SUPARDIYANTO, MM

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun
1969 Tentang Pensiun Pegawai
dan Pensiun Janda/Duda
Pegawai;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil

3. Peraturan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor 26
Tahun 2013 tentang Pedoman
Pemberhentian dan Pemberian
Pensiun Pegawai Negeri Sipil

NAMA SOP

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memiliki kemampuan
mengoperasikan
Komputer

2. Memiliki kemampuan
menghitung masa kerja
dan besaran gaji

berdasarkan ketentuan
yang berlaku

3. Memahami aturan yang
berkaitan dengan
Pensiun PNS

KETERKAITAN

PERALATAN/ PERLENGKAPAN

1. Disposisi Pimpinan
2. SOP Alur Surat Masuk Keluar

Disposisi Pimpinan
SOP Alur Surat Masuk Keluar

3. SOP Pelayanan legalisir | SOP Pelayanan legalisir dokumen kepegawaian
dokumen kepegawaian SOP Pengarsipan
4. SOP Pengarsipan
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Kenaikan Pangkat merupakan| Buku Registrasi pengurusan Pensiun dan Database

penghargaan bagi PNS atas prestasi
kerja yang dibuktikan dengan SK
Kenaikan Pangkat. Jika SOP ini tidak
dijalankan, maka proses pengurusan
Kenaikan Pangkat akan terhambat.

kepegawaian

19621231 198211 1 003
ADMINISTRASI PENSIUN




PELAKSANA MUTU BAKU
NO KEGIATAN Petugas ., ; KET
Pemohon Front ﬁgg?ggz‘;mf‘t 5":;‘;)?(‘;’ Kadis | Bupati | KELENGKAPAN | Waktu | OUTPUT
ice
1 |Pemasukan 1. SP4
berkas - 2. Daftar susunan
permohonan keluarga
pensiun 4 3. FC Sk CPNS
4. SK pangkat
dan gaji
berkala terakhir
5. Surat
Pernyataan
menyerahkan
barang  milik
negara
6. FC Karpeg
7. FC Taspen
8. Surat Nikah
legalisir (5 Ibr)
9. Foto 3x4 (8lbr)
10. Daftar riwayat
pekerjaan
11. Akta kelahiran
pemohon
12. Akta kelahiran
pemohon anak
13. Surat Ket.
Masih  kuliah
bagi anak umur
21 th ke atas
14. SKP 2 tahun
terakhir
15. DPCP
16. Surat Ket.
Tidak pernah
dijatuhi
hukuman
disiplin sedang/
berat
17. FPP + fotocopy
buku rekening
3 lbr
2 |Berkas diterima Register surat | 10 Berkas
pelayanan i masuk menit | permoho
informasi nan
kepegawaian l pensiun
satu pintu
3 | Disposisi Lembar disposisi |15 Berkas
pimpinan menit | permoho
nan
| pensiun
4 | Koreksi dan 4._| Berkas 60 Berkas
verifikasi pengurusan menit | permoho
kelengkapan pensiun dan buku nan
berkas register pensiun
yang
lengkap
5 | Pencatatan v Komputer, printer, | 60 Konsep
buku register, - ATK, konsep surat | menit | surat
pengantar dan pengantar dan penganta
daftar nominatif 4 daftar nominatif r dan
dan input SAPK daftar
nominatif
6 |Validasi Konsep v Konsep surat | 10 Konsep
Surat pengantar da | menit | surat
Pengantar dan daftar  nominatif penganta
Daftar SAPK r dan
Nominatif, SAPK daftar
nominatif
7 | Penandatangan v Surat pengantar, | 10 surat
Surat daftar ~ nominatif | menit | penganta
Pengantar dan - dan berkas r dan
Daftar Nominatif pensiun daftar
nominatif

A




8 |Pemberian Buku register, | 10 Nomor
nomor/ surat pengantar, | menit | surat
pengiriman daftar  nominatif, penganta
Berkas Pensiun dan berkas r dan SK
dini IV/a-IV/b pensiun pensiun
BKD Prop./ SK
Gubernur, BUP/
meninggal
dunia l/a- IV/b
ke BKN Reg
Surabaya  SK
Kakanreg,

BUP/dini/
meninggal
dunia IV/lc -
IV/e BKN pusat

9 |Penandatangan Berkas Pensiun 1 SK
an SK Pensiun minggu | pensiun
Dini PNS Gol
I/a — lll/d oleh
Bupati

10 |Penerimaan SK < Buku register dan |10 SK
Pensiun dan h SK pensiun menit | pensiun
pencatatan
dalam buku
register

11 |Penghapusan SIMPEG 10 Data
data PNS yang menit | PNS
telah pensiun pensiun

terhapus

12 |Penyerahan SK SK pensiun dan |10 SK Serah
Pensiun disertai berita acara |menit | pensiun |terima
dokumen serah terima dan oleh
kepegawaian dokumen dokumen | bid.

kepegawaian kepegaw | PP
aian dan
terdistribu | INKA

SI




10.PEMBANGUNAN & PENGOPERASIAN SIAK SECARA TERPADU

DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

NOMOR SOP 110
TGL. PEMBUATAN 2022
TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF . 2022

DISAHKAN OLEH Kepala Dinas Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil Kab.

Pacitan
Ttd.

Drs. SUPARDIYANTO, MM
19621231 198211 1 003

NAMA SOP PEMBANGUNAN DAN
PENGOPERASIAN SIAK

TERPUSAT

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang — undang nomor 23 tahun
2006 tentang administrasi
kependudukan sebagaimana telah
di ubah dengan Undang — undang
nomor 24 tahun 2013

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri
nomor 19 tahun 2018 tentang
Peningkatan Kualitas Layanan
Administrasi Kependudukan

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri
nomor 72 Tahun 2022 tentang
Standar dan Spesifikasi
Perangkat keras, perangkat lunak
dan Blanko KTP el serta
penyelenggaraan ldentitas
Kependudukan Digital

4. Peraturan Bupati Pacitan No. 59
Tahun 2016 Tentang
Keduduakn,Tugas Dan Fungsi,
Susunan Organisasi Serta Tata
Kerja Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Kabupaten
Pacitan sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati
Nomor 197 Tahun 2021,

5. Perda Kab Pacitan no. 48 tahun
2009 tentang penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan.

1. Mampu mengatasi permasalahan pada Komputer
2. Paham proses pelayanan
3. Disiplin

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

- Tidak terkait dengan SOP yang lain

1. Alat Tulis (ATK)
2. Komputer
3. Printer

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP Pemulihan Data Error SIAK
tidak dijalankan sesuai Prosedur maka
akan mengakibatkan terjadinya
keterlambatan penerbitan dokumen
dan proses seterusnya

Catatan Hasil Verifikasi dan Pemeriksaan Data




Pelaksana Mutu Baku

Ket.

Kegiatan Kadis Persyaratan/

Kabid Kasi — Kelengkapan

Dirjen Waktu Output

Kabid PIAK| Srt tugas 30 mnt - Data
menugaskan Kasi . Data alat SIAK alat
ADB utk monitoring SIAK
pengoperasian SIAK|
Terpusat dan
peralatan serta
Jarkomdat di
Kecamatan.

Kasi & ADB| Srt tugas 30 mnt - Data
mengadakan Data alat alat

pengecekan siak SIAK
peralatan SIAK dan

pengoperasian SIAK
Terpusat serta
Jarkomdat di Kec.

A 4

IADB melakukan Data alat 30 mnt - Data
levaluasi utk| siak alat
membuat laporan ke| SIAK
Kabid ttg keadaan
peralatan SIAK dan
pengoperasian SIAK
Terpusat serta
Jarkomdat di Kec.

. Baik /rusak.

\4

Kabid melaporkan ke - Data alat 20 mnt - Data
Kepala ttg keadaan SIAK alat
peralatan SIAK dan - SIAK
pengoperasian SIAK

Terpusat serta
Jarkomdat di Kec.

Kadis melaporkan ke - Data alat |60 mnt - Data
Dirjen Dukcapil SIAK alat
depdagri ttg Tanda terima SIAK
peralatan SIAK dan
pengoperasian SIAK
Terpusat serta
Jarkomdat di Kec.

Apabila peralatan usulan 60 mnt - Alat
dim kondisi rusak, SIAK
Kabid mengusulkan

alat SIAK baru ke
Kadis

\ 4




11.MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN DATA KEPENDUDUKAN

NOMOR SOP (11
TGL. PEMBUATAN 12022
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF : 2022
DISAHKAN OLEH Kepala Dinas Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil Kab.
Pacitan
DINAS KEPENDUDUKAN DAN Ttd

PENCATATAN SIPIL

Drs. SUPARDIYANTO, MM
19621231 198211 1 003

NAMA SOP MONITORING EVALUASI DAN
PELAPORAN DATA
KEPENDUDUKAN

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang — undang nomor 23 tahun 1. Mampu mengatasi permasalahan data kependudukan

2006 tentang administrasi yang ada di Desa supaya sinkron dengan data
kependudukan sebagaimana telah Dukcapil

di ubah dengan Undang — undang 2
nomor 24 tahun 2013

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri
nomor 19 tahun 2018 tentang
Peningkatan Kualitas Layanan
Administrasi Kependudukan

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri
nomor 53 tahun 2019 tentang
Pelaporan Penyelenggaraan
Adminduk

4. Peraturan Bupati Pacitan No. 59
Tahun 2016 Tentang
Keduduakn,Tugas Dan Fungsi,
Susunan Organisasi Serta Tata
Kerja Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Kabupaten
Pacitan sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati
Nomor 197 Tahun 2021;

5. Perda Kab Pacitan no. 48 tahun
2009 tentang penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan.

. Paham proses pelayanan
3. Disiplin

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

- Tidak terkait dengan SOP yang 1. Alat Tulis (ATK)
lain 2. Komputer

3. Printer

4, Reflet / brosur.

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP monitoring evaluasi dan Catatan Hasil Verifikasi dan Pemeriksaan Data
pelaporan data kependudukan tidak Kependudukan

dijalankan sesuai Prosedur maka
akan mengakibatkan terjadinya data
kependudukan akan tetap rumit dan
tidak sinkron.




Pelaksana

Mutu Baku
No Kegiatan Kabid Persyaratan/ =
Kecamatan Desa ADB Waktu Output
Kelengkapan
Kabid PIAK dan staf DK 180 mnt Dokumen
membuat jadwal . CD Kependudukan
monev ke Desa lewat]
1 |kec.
Kepala Ds menerima| DK 30 mnt Dokumen
CD & memisahkan - Kependudukan
data hidup & data '-
2 kematian
Kabid PIAK & staf DK 180 mnt Dokumen
monitoring & Kependudukan
pembinaan ttg DK ke
]
Kepala Ds ngirim CD| - DK 60 mnt Dokumen
Iwt Kec. Kependudukan
“ -
Kec. Mengirim CD - DK 240 mnt Dokumen
DK ke bidang PIAK Tanda terima Kependudukan
5 8-
Kabid PIAK CD 120 mnt Data kematian
melaksanakan
penghapusan data
6 |kematian dr DS
Muncul DK  hasil -Data mati (180 mnt Validasi data
konsulidasi dari kematian
Dirjen Dukcapil ;.

Depdagri.




12. PENYEDIAAN INFORMASI YANG DAPAT DI AKSES MASYARAKAT

DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

NOMOR SOP 112
TGL. PEMBUATAN 2022
TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF . 2022

DISAHKAN OLEH

Kepala Dinas Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil Kab.
Pacitan

Ttd.

Drs. SUPARDIYANTO, MM
19621231 198211 1 003

NAMA SOP

Penyediaan Informasi yang
dapat di akses masyarakat

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang — undang nomor 23 tahun
2006 tentang administrasi
kependudukan sebagaimana telah
di ubah dengan Undang — undang
nomor 24 tahun 2013

2. Perpres 25 tahun 2008 tentang
tata cara persyaratan
pendaftaran  penduduk dan
pencatatan sipil

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri
nomor 19 tahun 2018 tentang
Peningkatan Kualitas Layanan
Administrasi Kependudukan

4. Peraturan Bupati Pacitan No. 59
Tahun 2016 Tentang
Keduduakn,Tugas Dan Fungsi,
Susunan Organisasi Serta Tata
Kerja Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Kabupaten
Pacitan sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati
Nomor 197 Tahun 2021;

5. Perda Kab Pacitan no. 48 tahun
2009 tentang penyelenggaraan

Administrasi Kependudukan.

1. Mampu mengatasi permasalahan ttg informasi yg dapat

di akses masyarakat

2. Mampu menganalisa data kependudukan yg dapat

diakses masyarakat
Paham proses pelayanan

w

4. Disiplin

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

- Tidak terkait dengan SOP yang lain

1. Penydiaan CD untuk data kependudukan

2. Flesdick
3. Komputer
4, Printer

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP penyediaan informasi yang
dapat di akses tidak dijalankan
maka akan mengakibatkan
terjadinya keterlambatan
pemunculan data konsulidasi

Catatan Hasil Verifikasi dan Pemeriksaan Data

Kependudukan




Pelaksana

Mutu Baku
- Kepala Kabid Kasi Staf Ket.
No Kegiatan Persyaratan/ Waktu Output
Kelengkapan
IADB  merekap & DK 180 mnt Dokumen
membuat laporan . Kependudukan
data kependudukan
1 |(DK) smt 1 atau 2

Kabid menerima| DK 30 mnt Dokumen
laporan dr kasi ttg DK Kependudukan
smt 1 ata2 -‘_

2
Kabid menelaah dan DK 30 mnt Dokumen
melaporkan DK smt 1 Kependudukan

3 atau 2 ke kepala -<
Kepala menanda - DK 20 mnt Dokumen
tangani laporan DK Kependudukan
smt 1 atau 2 .

4
Kabid mengirim - DK 60 mnt Dokumen
laporan DK smt 1 Tanda terima Kependudukan
atau 2 ke dirjen
Dukcapil Depdagri di

5 Jakarta .
ADB menerima & DK Lewat WA |60 mnt Dokumen
hasil konsulidasi smt group ADB Kependudukan

1 atau 2 bagi yg
membutuhkan.

A 4




13.

PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

NOMOR SOP 113
TGL. PEMBUATAN 2022
TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF . 2022

DISAHKAN OLEH Kepala Dinas Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil Kab.

Pacitan
Ttd.

Drs. SUPARDIYANTO, MM
19621231 198211 1 003

NAMA SOP Profil perkembangan

kependudukan

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang — undang nomor 23 tahun
2006 tentang administrasi
kependudukan sebagaimana telah
di ubah dengan Undang — undang
nomor 24 tahun 2013

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri
nomor 53 tahun 2019 tentang
Pelaporan Penyelenggaraan
Adminduk

3. Peraturan Bupati Pacitan No. 59
Tahun 2016 Tentang
Keduduakn,Tugas Dan Fungsi,
Susunan Organisasi Serta Tata
Kerja Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Kabupaten
Pacitan sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati
Nomor 197 Tahun 2021;

4. Perda Kab Pacitan no. 48 tahun
2009 tentang penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan.

1. Mampu utk mengolah, menganalisa data dan
menganalisa data kependudukan.

2. Mampu membuat narasi / penjelasan data
kependudukan.

3. Memahami kebijakan administrasi kependudukan.

4. Memahami peraturan perundang-undangan yang
berlaku

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

- Tidak terkait dengan SOP yang lain

1. Komputer
2. Data base kependudukan
3. Print

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP penyediaan informasi yang

dapat di akses tidak dijalankan
maka akan mengakibatkan
terjadinya keterlambatan

pemunculan data konsulidasi

Profil perkembangan kependudukan.
Buku profil data kependudukan




Pelaksana

Mutu Baku
PN - Kepala | Kabid | Team [Pihakke3| . . .. K:;:;a
Profile Kelengkapan Waktu Output
Kerja sama dengan DK 180 mnt Dokumen
pihak ke 3 - Kependudukan
1
Pembentukan Team DK 30 mnt Dokumen
penyusunan profil Kependudukan
: -
Pengolahan data DK 30 mnt Dokumen
oleh Team dibentuk Kependudukan
pihak ke 3
’ =
\Verifikasi data oleh - DK 20 mnt Dokumen
kabid PIAK dan Kependudukan
4 penandatanganan .
Pencetakan buku - DK 60 mnt Dokumen
5 . Tanda terima Kependudukan
]
Launcing / l Lewat WA |60 mnt Buku Profil
pemberitahuan group ADB
6




14.
E oleh Lembaga Pengguna

Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-

NOMOR SOP 114
TGL. PEMBUATAN 2022
TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF 2022

DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

DISAHKAN OLEH Kepala Dinas Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil Kab.

Pacitan
Ttd.

Drs. SUPARDIYANTO, MM
19621231 198211 1 003

NAMA SOP Perjanjian Kerjasama
Pemanfaatan NIK, Data
Kependudukan, dan KTP-E

oleh Lembaga Pengguna

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang — undang nomor 23 tahun Kepala Dinas
2006 tentang administrasi Kabid PDIP
kependudukan sebagaimana telah Kasi Pemanfaatan Data Dan Dokumentasi
di ubah dengan Undang — undang Kependudukan
nomor 24 tahun 2013. Pengadministrasian Umum
2. Permendagri No. 61 Th. 2015 Kasi SIAK
tentang Persyaratan, Ruang
Lingkup dan Tata Cara Pemberian
Hak Akses serta Pemberian Nomor
Induk Kependudukan, Data
Kependudukan, dan Kartu Tanda
Penduduk Elektronik
3. Perda Kab. Pacitan No. 48 Th. 2009
tentang Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan
4. Perbup. Pacitan No. 59 Th. 2016
tentang Kedudukan, Tugas dan
Fungsi, Susunan Organisasi, serta
Tata Kerja Dispendukcapil Kab.
Pacitan
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Pemberian Hak Akses 1. Naskah perjanjian kerjasama
Pemanfaatan NIK, Data 2' Komputer,/Lapt
Kependudukan dan KTP Elektronik ) puter/’.aptop
3. Alat Tulis Kantor
oleh Lembaga Pengguna
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Harus disusun untuk menjadi acuan
dalam melaksanakan kerjasama
pemanfaatan NIK dan Data
Kependudukan antara Dispendukcapil
Kab. Pacitan dengan Lembaga
Pengguna

Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama dilaksanakan untuk
kemanfaatan pelayanan publik sesuai Perundang-
undangan yang berlaku




Pelaksana

Mutu Baku
No Kegiatan Bupati | Kadi Kabid Kasi '?e.”%ad”.“ Kasi | Lembaga | Persyaratan/ Wakt Outout K&
upatl | Kadls |\ ppip | pppk ”l].:rSnLarsl SIAK |Pengguna| Kelengkapan aKtu utpu
Menindaklanjuti Tembusan ijin
ijin Bupati ttg hak Bupati
1 :i\kses P ’ . Pet?nanfaatan 1 hari _(If.at(‘?tin
pemanfaatan NIK NIK & Data an Lm _at
dan Data Kependuduk anu
Kependudukan an
Disposisi v Disp_osisi dari
Penyusunan Draf Kadis C_atatan
2 e 2 Jam | Tindak
Naskah Perjanjian -_ .
. Lanjut
Kerja Sama
Disposisi dari
Rakor ; v PDIP Catatan
3| Penyusunan Dra - 1hari | Tindak
Naskah Perjanjian Lanjut
Kerja Sama
Pengetikan v Draf Susunan Naskah
4 | Naskah Perjanjian - Nas_ka_r_l 1 hari Perjanj_|
. Perjanjian an Kerja
Kerja Sama d
Kerja Sama Sama
Naskah
Konsultasi Naskah Naskah Zs?(ir;l'a
5 Perjanjaian Kerja Perjanjian 14 hari SamaJ
Sama dengan K ! é disetiui
Dirjen Dukcapil erna sama ISeyul
oleh
Provinsi
Persiapan Naskah Pelaksa
Penandatanganan Perjanjian naan
Perjanjaian Kerja Kerja Sama Penan
Sama _ |da
6 7 hari | tangan
an
Perjanji
an Kerja
sama
Naskah
Penandatanganan - Naskah Perjanji
Perjanjaian Kerja Perjanjian Kerja an Kerja
;| Sama dan Samadan ATK | 1pari |S2Ma
pengiriman yang
naskah PKS ke telah
Dirjen Dukcapil ditanda
tangani
Naskah D e
Pemberian  Hak Perjanjian di g
8 Akses jika Kerja Sama Lhari |lemba
disetujui Dirjen yang telah
Dukcapil ditandatanga 9a
ni Penggu
na
Pemanf
aatan
NIK,
Pelaksanaan Avlikasi van Data
9 Kerjasama dg terr)hubuny kg Jam hari | Kepen
lembaga Warehaogse kerja | duduk
pengguna an dan
KTP
Elektro
nik
10 Monitoring dan - IZ rrﬁ%;esadan Setiap 6 ﬁztseialtan
Evaluasi 9 bulan
Pengguna Monev
Laporan Hasil Hasil Laporan
11| Monev kepada Monitoring 1 hari | Hasil
Dirjen Dukcapil dan Evaluasi Monev




15. INOVASI PELAYANAN ( PPA)

DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

NOMOR SOP 115
TGL. PEMBUATAN | : 2022
TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF 2022

DISAHKAN OLEH Kepala Dinas Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil Kab.

Pacitan
Ttd.

Drs. SUPARDIYANTO, MM
19621231 198211 1 003

NAMA SOP Inovasi Pelayanan ( PPA )

DASAR HUKUM

KUALIFIKAS| PELAKSANA

1. Undang — undang nomor 23 tahun 2006 tentang
administrasi kependudukan sebagaimana telah
di ubah dengan Undang — undang nomor 24
tahun 2013

2. UU No. 25 Th. 2009 tentang Pelayanan Publik

3. Perda Kab Pacitan no. 48 tahun 2009 tentang
penyelenggaraan Administrasi kependudukan.

4. Peraturan Bupati Pacitan No. 59 Tahun 2016
Tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas dan
Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Nomor 197 Tahun 2021.

Kepala Dinas

Kabid PDIP

Kasi Kerjasama Dan Inovasi Pelayanan
Pengadministrasian Umum

Semua Pelaksana

ADB/Pelaksana Teknis

ounhwn =

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

- SOP Inovasi Pelayanan Adminduk di wilayah 1. Alat Tulis (ATK)
Kabupaten Pacitan 2. Komputer
3. Printer
4. Alat rekam KTP
5. Alat Cetak KTP
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Harus disusun untuk menjadi acuan dalam Inovasi Pelayanan Publik di bidang Administrasi

melaksanakan inovasi pelayanan publik di bidang
Administrasi Kependudukan.

Kependudukan dilaksanakan dalam rangka
peningkatan pelayanan publik dan kemanfaatan
kepada masyarakat .




Pelaksana Mutu Baku
Petugas Persyaratan
No Kegiatan Pemohon/ Desa/Kel PPA si Kadis /
masyarakat Nduk Dukcapil |Kelengkapa CrELiE B L
Keren n
Dukcapil melakukan Materi 60 Menit jadwal
sosialisasi pelayanan OBK| sosialisasi
1 |(Orang Berkebutuhan -
Khusus)
Perangkat Berkas 5 Menit Berkas
desa/kelurahan/perorangan permohonan permohonan
2 |mengajukan  permohonan <
layanan OBK
Data pemohon dari = Berkas 5 Menit Berkas
3 desa/kelurahan/perorangan -_ﬂ Permohonan permohonan
diterima Dukcapil
Koordinasi dengan Tim Berkas 60 Menit Jadwal
Dukcapil untuk penentuan permohonan layanan
4 jjadwal layanan OBK
Dukcapil melakukan Berkas 1 hari Dokumen
pelayanan di lpermohonan adminduk
5 |desa/kelurahan/rumah/tem -4-—- Tim PPA
pat pelayanan lain
Pelayanan OBK ke wilayah Berkas 1 hari Dokumen
6 |sasaran/home visit - permohonan adminduk
Tim PPA
Proses penyelesaian Berkas 1 hari Dokumen
7 |adminduk di Dukcapil ‘- permohonan adminduk
» Tim PPA
Penyerahan dokumen Dokumen 5 Menit Dokumen
8 melalui Pemerintah Desal .< adminduk adminduk
yang bersangkutan




16.

PELAYANAN ADMINDUK BERBASIS APLIKASI SIKAB

DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

NOMOR SOP 116
TGL. PEMBUATAN . 2022
TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF 2022

DISAHKAN OLEH

Kepala Dinas
Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Kab.
Pacitan

Ttd.

Drs. SUPARDIYANTO, MM
19621231 198211 1 003

NAMA SOP

PELAYANAN ADMINDUK
BERBASIS APLIKASI
SIKAB

DASAR HUKUM

KUALIFIKAS| PELAKSANA

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23
Tahun 2006 Tentang Administrasi
Kependudukan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2013

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009

Tentang Pelayanan Publik

3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007

Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor
23 Tahun 2006 Tentang Administrasi
Kependudukan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007

Tentang Organisasi Perangkat Daerah

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52

Tahun 2011 tentang Standar Operasional
Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi
dan Kabupaten/Kota

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012
Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

7. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2019

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun
2013

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor

96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan
Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19

Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas
Layanan Administrasi Kependudukan

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri 7 Tahun 2019

tentang Pelayanan Adminduk secara Daring

11.Peraturan Bupati Pacitan No. 59 Tahun 2016
Tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas dan
Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan.

1.
2.
3.

4.
5.
6.

Mampu mengoperasikan Komputer
Paham proses pelayanan

Memahami peraturan perundangan yang
berlaku

Menguasai aplikasi SIAK

Menguasai aplikasi SIKAB

Disiplin

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Pelayanan KTP Elektronik
2. SOP Pelayanan Akta (kelahiran,

perkawianan, perceraian, adopsi)

3. SOP pelayanan KK

kematian,

ok

Alat Tulis (ATK)
Komputer

Printer

Aplikasi SIAK
Jaringan Internet
Aplikasi SIKAB




PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP Pelayanan adminduk berbasis aplikasi
SIKAB tidak dijalankan sesuai Prosedur maka
akan mengakibatkan terjadinya keterlambatan
penerbitan dokumen dan proses seterusnya.

Kartu Keluarga yang Lama

Jika tidak memiliki mengisi Formulir F.1.02
Formulir isian data keluarga dari desa

Kutipan Akta Perkawinan/Buku Nikah

Surat penting lainnya : Surat cerai/akta cerai,
akta kelahiran, ijazah terakhir, SKPD, SKP dan
Surat keterangan Tinggal tetap/terbatas (bagi
WNA)

6. Berkas Permohonan

unhwWN =




No

Pelaksana

Mutu baku

Kegiatan

Fasilit
ator
PS2H

Petug
as
pengir
iman

Opera
tor

ADB

Super
visor

Kabid

Kadis

Petu
gas
Arsip

Pemo
hon/
masy

Persyarat
an/Keleng
kapan

Waktu

Out put

Ket

Melakukan
pendaftaran
kepada
fasilitator desa

Berkas
permohonan

Menit

Kuitansi
pendafta
ran

Melakukan
registrasi pada
http://sikab.pacita
nkab.go.id/ untuk
mendapatkan
hak akses
sebagai sebagai
pengguna
aplikasi.

tidak

Berkas
permohonan

Menit

Hak
akses

Memasukkan
NIK untuk
pengajuan,
mengisi formulir
pada aplikasi
serta
menggung gah
persyaratan.

Berkas
permohonan

Menit

Unggah
berkas

Mendapatkan
Notifikasi
Permohonan
dan Nomor resi
setelah mengisi
formulir aplikasi
dan melengkapi
persyaratan.

komputer

10
Menit

Nomor
resi

Menerima dan
melakukan
Verifikasi
Berkas
Persyaratan
dan memeriksa
permohonan di
SIKAB.

- Apabila tidak
lengkap atau
permohon an
bermasalah,
mengirimk an
surat
elektronik
kepada
Fasilitator
PS2H agar
mempe
baiki
permohon an
dan
mengirimkan
nya melalui
aplikasi.

- Apabila
lengkap dan
permohon an
tidak
bermasalah,
memberikan
dan
memparaf
Kartu Kendali
dan
menyerahk an
permohon an
dan
persyaratan
elektronik
untuk dicetak

oleh operator

ya

komputer

Menit

Penjelas
an
permasa
lahan




Operator
mencetak
permohonan
dan
persyaratan
Meneruskan
kartu kendali,
permohonan,
dan
persyaratan
yang sudah
dicetak kepada
ADB

Berkas
permohon
an

Menit

Berkas
permoho
nan

Melakukan
verifikasi dan
validasi
permohonan.
Jika
permohonan
tidak benar atau
tidak lengkap,
mencatat pada
Kartu kendali
dan
mengembalikan
berkas ke
operator

Jika
permohonan
benar dan
lengkap,
melanjutkan
proses
pencatatan.

ya

| tidak

Berkas
permohon
an

Lembar
monitoring
Kartu
pengendali

Menit

Berkas
permoho
nan

Dokumen
dibuat dalam
bentuk file Pdf.

<
<

manit

File pdf

Menyerahkan
dokumen
kepada Kasi
yang
membidangi.

<
<

Berkas
permohon
an

menit

File pdf

10.

Memberikan
paraf
persetujuan

Berkas
permohon
an
Lembar
monitoring

1 menit

File pdf

11.

Memberikan
paraf
persetujuan

komputer
jaringan

1 menit

File pdf

12.

Memeriksa
Kartu Kendali
dan
menandatanga
ni/ TTE

komputer

5 menit

File pdf

13.

Menyerahkan
dokumen
kependudukan
akhir kepada
petugas
pengiriman

komputer

1 menit

File pdf

14.

Mengirimkan
pemberitahuan
atas penerbitan
melalui surat
elektronik
kepada
Fasilitator
PS2H dalam
bentuk file PDF.

komputer

5 menit

File pdf

15

Mengirimkan
dokumen
kepada petugas
arsip

B—0

komputer

5 menit

berkas

16

Menerima dan
mengarsipkan
dokumen

<
<

komputer

5 menit

berkas




17

Menerima

18

pemberitahuan
dan file dok
dalam bentuk
PDF

komputer 5 File pdf
menit

Menyerahkan
dokumen diam
bentuk file Pdf
kepada

pemohon/masy.

Kendali dok | 2menit | File pdf
jadi
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